
BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR .':tk TAHUN 2006 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUMAS 

a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Ajibarang maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan bagi 

pemberian pelayanan; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Banyumas sebagai Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Ajibarang Kabupaten Banyumas. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

24, Serita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 

1950); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomoi 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 



3. Undang-undong Nomot 23 Tohun 1002 t t 
(Lemboran N - on ang Kosohatan 
T ogere R publlk lndono la Tohun 1992 Nomor 10, 

ombahan Lemberan Nogaro Nomor 3405); 

4 Undang-undang N 
Retribusi Daera omor 18 Tahun 1997 Tontang Pajak Daerah dan 

1997 N h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

N 
omor 41, Tambahan Lembaran Republik lndone ia Negara 

omor 3685) seba • 
. ' ga1mana telah diubah dengan Undang-undang 

Repubhk Indonesia N 
. omor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

S. U
nd

ang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

i
nd

onseia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik 
lndonseia Nomor 4389); 

6- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonseia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Republik lndonseia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang­

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik lndonseia 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 443B); 

9_ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

b Negara Republik Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
(Lem aran . . 

b Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Lem aran 
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12. Peraturan Pemeri t h N 
n 8 omor 58 Tahun 2005 tentang Pongelolaan 

Menetapkan : 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone--ia 
Nomor4578); 

13-Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 

T entang Pedoman Kelernbagaan dan Pengelolaan Rumah Sak it 

Daerah; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/SK/Xl/1992 

Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum. 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SKNl/1997 

Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah; 

16. Peraturan Daerah Kebupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah 

Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 

Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Ajibarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2006 Nomor 1 Seri C ). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 

2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA 

RUMAH SAKIT UMUM OAERAH AJIBARANG 
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K 1' NTUAN UMUM 

P1111 
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K< p~11t1 Rumnh Seklt Umum Da t A · ,. jibarang 
,. era 1 Jlbarang yang t • 1 H~U l AJlbmang. 8 OnJu nyo di b Di, kt 'Jr 

D won Penasehat adalah orang or 
· . - ang yang ditetapkan dengan Surat Keputu"'a 

Bupatr bertugas melakukan pemb' 
.. tnaan yang bertujuan guna meningka1kan kinerja 

RSUD AJ1barang . 

Pelayanan Kesehatan Rumah Sak't u 1 mum Daerah Ajibarang yang selanjt11n1a 
disebut Pelayanan RSUD Ajibarang adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang. 

dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang ditujukan kepada pasien untuk 

mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan. 

Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi dokter 

yang meliputi diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan 

pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan. 

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilakukan untuk mendukung 

penegakan diagnosis dan terapi. 

10. Retribusi (Tarif) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya 

disebut Retribusi adalah Pembayaran sebagai akibat pelayanan kesehatan yang 

diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat yang 

merupakan imbalan atas jasa pelayanan kesehatan dan penggunaan sarana yang 

diterimanya. 

11 . Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa 

yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan. 

konsultasi, visidel, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 

12. Jasa Ru mah Sa kit adalah jasa atas penggunaan fasilitas rumah sakit yang 

dipergunakan untuk operasional rumah sakit. . . 

d lah uang yang disisihkan dari bagian pungutan retnbus, yang 13. Uang Perangsang a a . . 

P 
• Fungsional bertujuan untuk meningkatkan kmeria Rumah merupakan enenmaan 

Sakit. 

d
'k d I h keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang 

14.Catatan Me I a a a d 
. . enentuan fisik laboratoriurn, diagnosa, segala pelayanan an 
1dent1tas, anamnesa, P . rt b t n baik yang dirawat 

. .k kepada pasIen se a pengo a a 
tindakan medis yang diben an 

inap, rawat jalan maupun IGD. 
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1 11 H!:-UD Ajibarang dolam menjelenkan fungslnya molayonl koptmlingan 
m:,s arnkat. 

. P layanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsulta i 
medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya. 

9. Pelayanan Penunjang non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain 
petugas medik atau petugas keperawatan. 

o. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung 
penegakan diagnosis dan terapi. 

1. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada 

praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui 

tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

2. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam tertentu untuk melaksanakan 

pemeriksaan kepada pasien yang dirawat. 

3. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tan pa makan 

dirumah sakit. 

4_ Jasa saran a adalah jasa yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sara~~ d~n 

fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi,diagnostik,pengobatan dan rehab1htas1. 

BAB II 

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN FUNGSIONAL 

Pasal2 

leh 1·asa pelayanan kesehatan dari RSUD Ajibarang, 1) Setiap orang yang mempero 
ama Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

dikenakan punguta~ dengan n t ibusi dimaksud sesuai dengan ayat (1) adalah 
2) Bentuk tanda bukti pungutan re r 

1 • yang dipersamakan. 
Karcis atau dukumen am diterima RSUD Ajibarang 

dan pelaporan yang 3) Pemungutan, pembukuan . 
t di Rumah Sak1t. 

dilaksanakan secara terpusa mungutan pembukuan, penggunaan 
t ntang tata cara pe ' . 

(4) Ketentuan pelaksanaan e . . h sakit diatur lebih lanjut oleh Bupat1 
n ditenma d1 ruma . 

dan pelaporan uang ya 9 
1 

laan pendapatan rumah sak,t. 
dalam suatu sistim pembukuan dan penge o 
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BABIV 

PENGELOLAAN PENERIMAAN FUNGSIONAL 

Pasal4 

mua pungulan yang lelah diselorkan RSUD Ajibarang ke Kas Daerah seluruhnya 

dikembalikan unluk biaya operasional RSUD Ajibarang. 

(2) Penggunaan penerimaan pendapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 , 

melalui penyusunan Rencana Anggaran Saluan Kerja ( RASK ) / Dokumen 

Anggaran Saluan Kerja ( DASK ) alau dokumen yang dipersamakan melalui kode 

rekening RSUD Ajibarang yang diterbilkan oleh Bupati cq Sadan Pengelola 
Keuangan Daerah ( BPKD ). 

(3) Pengembalian uang seloran untuk operasional RSUD Ajibarang selambat­

lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Permintaan 

Pernbayaran (SPP ) dilampiri Realisasi Pendapatan dan Rencana Penggunaan 

sesuai dengan RASK/ DASK. 

(4) Unt.Jk kepentingan pelayanan prima pada pasien yang mendesak, maka pencairan 

dana RSUD Ajibarang dapat dilakukan sewaktu - waktu sesuai aturan pencairan 

dana yang berlaku. 

BABV 

PENGGUNAAN PENERIMAAN FUNGSIONAL 

Pasal5 

(1) Penggunaan hasil penerimaan fungsional Ru mah Sakit sebagai berikut : 

a. Jasa Pelayanan; 

b. Jasa Sarana; 

c. Administrasi Umum, meliputi : 

1) Peningkatan SOM; 

2) Pemeliharaan sarana prasarana; 

3) Ketatausahaan. 

d. Kegiatan RSUD Ajibarang lainnya. 

(2) R. sebagaimana tsb pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur. ln(;Ian penggunaan 
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Pasal7 
1 Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dal~m Pasal 6 ayat (4) mempunyai 

kewajiban memberi kontribusi dari keuntungan bersill kepada Kas Daerah 15%. 
2) Modal berasal dari pihak ketiga. 

(3) Perjanjian / Kerjasama antara pihak RSUD Ajibarang dengan pihak ketiga 
dilalwkan oleh Direktur atas nama Bupati. 

4) Pelaksanaan Penjualan komponen 8 (obat, alkes, bahan habis pakai) selanju1nya 
dilakukan oleh lnstalasi Farmasi ditindak lanjuti oleh Apotik RSUD Ajibarang. 

5) ,Pengelola pejualan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai komponen B tiap 
bulan diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya pada Direktur. 

BAB VII 
LAPORAN 

Pasal8 
· ktur RSUD Ajibarang wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan Retribusi 
ire 8 r Kepala Badan elayanan kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada upa I c~. 
engelolaan Keuangan Daerah (BPKD). 

BAB VIII 
PENUTUP 

Pasal9 
eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

: l .. I _ , ~. ,:: l ')_ 
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